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Mengingat 

a. bahwa . dalam rangka meningkatkan kesada.ran 
masyarakat mengenai dampak korupsi, _· perlu . 
menyelenggarakan Pendidikan antikorupsi kepada. 
masyarakat terutama di lingkup satuan pendidikan, .· 
aparatur sipil negara, badan usaha milik daerah, serta 
masyarakat penerima hibah dan bantuan sosial; 

b. bahwa dengan Pendidikan antikorupsi, diharapkan 
dapat mengajak Satuan Pendidikan, aparatur sipil 
negara, badan usaha milik daerah, serta masyarakat _ 
penerima hibah dan bantuan sosial dari Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun perilaku 
dan bud.a.ya antikorupsi guna mengoptimalkan upaya 
pencegahan tindak pidana korupsi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana .. 
dimaksud dalam huruf a dan huruf · b, perlu 
menetapkan Peraturan Gubernur ten tang 
Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom. Provinsi 

. .. . 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun · 
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, ; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Menimbang 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR . 1· TAHUN 2022 

TENT ANG 

GUBERNUR;KALIMANTAN BARAT 

(. 



4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana l(orupsi (Lembatan 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten.tang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4301); 

6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4586); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5670); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 4 769); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 



·.~· 

Pi::f<.<\.NGl{.AT DAERAH 
!'EMRAKARSA 

-----,·-· --- 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: ·· . i / ·.· ii / 
PERATURAN ·. >TENT.A.NG·· 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKANANTIK()RlJPSI. > >'• 

16. 

15. 

14. 

13. 

. . . . . . : . . . . . . 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 'I'ahuri 200~ .te11.1:~1}g .. 
Guru (Lembaran Negara RepublikindonesiaTahun 2()()8··· .. 
Nomor 191, Tambahan Lembaran Nega.ta . Repub1ik ··.• 
Indonesia Nomor 4941) sebagaimana tela.11 idi11ba.h< ' 
dengan Peraturan Pemerintah···No1nor 19.Taliun 2617· ... ·.: 
tentang Perubahan Atas Peraturah PemerintahN01norf4·. 
Tahun 2008 ten tang Guru [Lembararr N.egara Republik . 
Indonesia Tahun 2017 Nomor107, Tambahan Le~bara1~ 1 

Negara Republik Indonesia Non1or60ssj; .•..... ··.·.·.......... > / : 
Peraturan Pemerintah Nomor . 17 Taluin 2810 tenta11g : 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan ·Pentlidikar1JtembaI"a.11 i \: 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No1nor 2.3, •· .•. · 
Tam bah an Lembaran ··Negara Repllblikindon<;~iaJ~o1nor .•• . .: .. ··•···•· 
51os) sebagaimana .te1a11. diubah a~ngan Peratura.n ; .. ·· .• i 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 201()1:entapg Peru?alia.n • it · .. ·· ... · .·. 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor l'l Ta.l~un. 2010·.·· 
ten tang Pengelolaan .dan . ·.· Penyelenggaraan.Per1di~ika.n ii•·•·i ..•. ·....... .. 
(Lembaran Negara Republik. ·.(Irtdonesia.iTal1un \20fO iii i<•····i 
Nomor l 12' Tambahan .Lembaran' .. N(~ga.ra> > Re:publik ... ' ..... 
Indonesia Nomor 5157); . . . . \ l 
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tel1t~10g> .. 
Penguatan Pendidikan . Karakter (Lembaran Nega.ra. 
Republik Indonesia Tahuh 2017No111orl9.5); .· (·. i .·.·.· i' ·.· >. i}·.·.· 
Peraturan Menteri Pendidikan.danKebucI.aya~n N'o.1119r/····1 ii <··.· 
79 Tahun. 2014 ten tang Muatan Lokial Kurik11lu111 f 013 •i i · 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahuni20l4 T'-lmn()~ .. ,· •··.· • .. · 
1172); 
Peraturan Menteri Pendidikan ·dan·· Kebl1da.yaa1TN(:)t1}CJr!i i .. 
!!p~:~~~n~~~:s!e~~:!i tti'1t:ab~J~tt>t t{egtic :• >>• 
Peraturan Daerah Nomor 4 .; · •• Tahuni 2014>tente_11g .. J / / i 
Pendidikan Karakter ... ·dan · .. Akhlak.JviuHai (Le1~ba.ra.n/ .• ·i iii·····.······· 
Daerah Provinsi Kalimantan BaratTahu112014N()rrr()f4, i . .·. 
Tambahan Lembaran Daerah ProvinsLKalima:ntariiBt:l.fa.i i 

Nomor 178); 

12. 

11. 

Menetapkan 



14. Tenaga 
pendidikan, tenaga =...._ ... .._ .. u 

teknisi, pengelola .U.v.1.U'.J..1..1. 

15. Sekolah MenengahAtas 
pendidikan formal 
pendidikan menengah 
sederajat. 

16. Sekolah Menengah 
satuan pendidikan 
jenjang 

Masyarakat. 
9. Muatan Lokal adalah 

Pendidikan yang berisi 
keunikan lokal. 

10. Penyelenggara Pendidikan ct.\Ccl.ct.1CU1 

Pendidikan, tenaga 
mengabdikan diri 
Pendidikan. 

11. Jenjang Pendidikan a.u,cua.1.l 

tingkat pengembangan 
kemampuan yang akan LI U'~\....U 

12. Kurikulum adalah 00, 
... 0~·:::. .... ,...._u ..... trrenca 

dan bahan 

menyelenggarakan 
Pendidikan Anak U sia 

8. 

7. 

6. 

5. 

3. 
4. 

2. Pemerintah 
Pemerintahan Daerah 

13. 



KARO P~RANGKAT DAftRA."I 
i'f!JKUM f'EMRAKARSA 

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah: 
a. mewujudkan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Ma.ha. 

Esa; 
b. sebagai pedoman bagi Dinas untuk rnewujudkan masyarakat yang cerdas set-ta. 

berkarakter unggul melalui pelayanan yang prirna; 
c. sebagai pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan 

bimbingan, pembinaan dan pengasuhan yang merupakan bagian fidak 
terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah; 

Pasal2 

17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan 
pada satuan Pendidikan Anak U sia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menerigah 
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat. 

18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjarijian kerja · yang 
bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

19. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD 
adalah dewan komisaris / dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan 
pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya 
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

20. Masyarakat adalah badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta 
organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat, 

21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik: dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

22. Nilai-Nilai Karakter adalah sikap dan prilaku yang didasarkan pada norma 
dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek 
personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan. 

23. Pendidikan Antikorupsi adalah pendidikan yang dilaksanakan di Daerah 
Provinsi yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersurnber 
dari penanarnan pendidikan karakter, 

24. Kegiatan Intra Kurikuler adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk 
pemenuhan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

25. Kegiatan Ko-kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan .untuk penguatan 
atau pendalaman kornpetensi dasar atau indikator pada rnata 
pelajaran/bidang sesuai kurikulum. 

26. Kegiatan Ekstra Kurikuler adalah kegiatan dibawah bimbingan dan 
pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, · 
minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, kemandirian peserta didik 
secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuanpendidikan. 

27. Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah wadah kegiatan profesional bagi 
guru SMA/MA/SMK di Tingkat Kabupaten yang terdiri dari-sejumlah guru 
dari sejumlah sekolah. 

28. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah adalah wadah kegiatan profesional bagi 
Kepala SMA/SMK di tingkat Kecarnatan/Kabupaten yang terdiri dari seju:111.lah 
Kepala Sekolah dari sejumlah sekolah. 



(1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikanpelaksanaannya 
terintegrasi dalam semua rnata pelajaran dan kegiatan-Iainnya pada. s#1:1ia.11 
Pendidikan untuk memberikan penegasan .mengenai nilai .·· dan iPerilaku 
Antikorupsi. 

(2) lntegrasi penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana difuaksudpa.da · 
ayat (1) terkait dengan nilai dan perilaku dalam penyelenggaraan pehdidikfu1 
antikorupsi pada satuan pendidikan tercantum dalam Lampiran ya.11g 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur mi. 

(3) lntegrasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada semua. mata pelaja.ran 
dan kegiatan pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada .ayat. (IJ 
dilaksanakan melalui: 
a. kegiatan intrakurikuler; 
b. kegiatan ko kurikuler; 
c. kegiatan ekstra kurikuler; 
d. kegiatan Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata. Pelajaran; dan 

Pasal 4 

BAB II 
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

Bagian Kesatu 
Sa saran 

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: 
a. penyelenggaraan pendidikan antikorupsi; 
b. kerjasama; 
c. sosialisasi dan publikasi; 
d. monitoring evaluasi dan pelaporan; 
e. peran Pemerintah; 
f. penghargaan; dan 
g. pembiayaan. 

Pasal 3 

KARO l'ltRA.'lG!tAT DAERAH 
m:rn:UM Pltl\1rfl.AKARSA. 

d. melatih Peserta Didik, ASN, Pegawai BUMD serta Masyarakat Penerima Hibah· 
dan Bantuan Sosial untuk membiasakan pola hidup yang religius, .jujur, 
sederhana, disiplin, pekerja keras, mandiri, berani, adil, gemar membaca, 
peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab yang dipefkenalkfu1 
melalui proses pembelajaran di sekolah; . .. 

e. menjadikan satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan 
perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan .rumah clan 
lingkungan tempat tinggalnya; 

f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara pendidik, <tehaga 
kependidikan dan orangtua Peserta Didik, ASN, Pegawai BtJMb .serta 
Masyarakat Penerima Hibah clan Bantuan Sosial dalam mewujudkan citE{-cita 
Pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; clan 

g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas de11gan Perangkat 
Daerah dalam memperkuat dan membangun karakter masyarakat Kalima11tari 
Barat. 

·'.·'··'·'··'··,·('f~«.,w·'.·'··'·.,,'.·,,·.,.~·,,,m\·l.:.·,.''"' ·,·· .. ,··.,· · .. ,.,, .. ,·,,\ ,.,,,, .. ;. ,,,,,.t. ,.,,,s:t.-,·,;-;-,; .. ,i_\.:,:,.;,._;,- . ., ;·,,:,P;,,:,:ii.'.~,;·;.·,,',;,·;·,'.\,;,;, 
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trUKUH P!UdlilA.KARSA ASISTEN I 

Pasal 6 

Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh satuan pendidikan. 

Bagian Kedua 
Pendidikan An tikorupsi 

Pasal 5 

2. Tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan dan 
di SMA/SMK/SLB Swasta; 

b. ASN; 
c. pegawai BUMD; dan/atau 
d. masyarakat Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah. 

Peserta .. didik .: 

e. kegiatan Kelompok Kerja . Kepala Sekolah/Musyawarah Kerja Kepala 
Sekolah. 

(4) Materi Pendidikan Antikorupsi bagi ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan 
pemerintahan daerah disampaikan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) jam 
pelajaran dalam setiap diklat. 

(5) Sasaran Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi adalah: 
a. tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta didik yang terdiri atas: · 

1. Tenaga pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik 
di SMAN/SMKN/SLBN; dan 

; 

i 
. I .. I 

Penerapan integrasi Pendidikan Antikorupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan · _1, 

sebagai berikut: · · · :j 
a. mengimplementasikan budaya Antikorupsi setiap kegiatan intra kurikuler, kci · .. · ·: .. kurikuler dan ekstra kurikuler; . · ... · . . ... ·· . . . · .. 
b. menyediakan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara .• · • .· 

sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapatmengelola 
keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggurigja\~ah; . :.i 

c. menyediakan Pos Kehilangan · dan Benda Tak Bertuan sebagai tetnpaf '. 
penampungan benda-benda yang ditemukan oleh warga satuan pendidikan, j 
untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bu.l<:an ·• i 
miliknya dilaksanakan dengan cara: . · .· ". 1 

1. Warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiapsaat.bisa ·l 
datang ke Pos terse but untuk nnencari barang miliknya yang hilang; dan . · · [ 

2. Pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkarr ideritita:s dif( : ! · 
ciri-ciri barang, wama barangiatau bentuk barang. • ·· : 

d. menyediakan Kantin Kejujuran sebagai tempat untuk mernberikan pendidikan ·· 
1 

kejujuran pada peserta didik dan warga satuan pendidikan ·•·. seb.:1.gai<. . \ · · .. 
pembelajaran Antikorupsi; _ . __ .. .: . 

e. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi, antaraIain 1 
. .. .·· ~ .• 

orang tua peserta didik, dunia usaha, Organisasi Masyarakat dan instansi -· .. · ·· J: 
terkait; dan ~ 

f. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka -•· · j( 
mendukung pendidikan Antikorupsi. Ji• 

J ·. 
! 

. ··-· !1: · .. ·. f i :· 

r: 



ASIS'l:'EN I 

(1) Pendidikan Antikorupsi bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam. Pasal4aya.t{5). 
huruf b diberikan pada setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh perangkat 
daerah yang membidangi Pendidikan dan Pelatihan. 

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis: 
1. pelatihan teknis; 
2. pelatihan fungsional; 
3. pelatihan manajerial; 

Pasal 10 

Bagian Ketiga 
Aparatur Sipil Negara 

Penerapan Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Kependidikan · 
dengan cara sebagai berikut: 
a. mengintegrasikan muatan pendidikan Antikorupsi ke dalam instrurnen 

supervisi: 
b. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai.dan 

Perilaku Anti Korupsi; .. .· . 
c. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Antikorupsf di 

lingkungan satuan pendidikan dan mengingatkan/me111otivasi Peserta J)idik. 
untuk bertindak sesuai dengan seluruh Nilai dan perilaku Antikorupsf~elclJJ'.la. 
kegiatan pembelajaran berlangsung; dan .. · . . .· . .·.·.· · . 

d. merefleksikan nilai dan perilaku Antikorupsi yang telah atau tidak .terlihat di 
lingkungan satuan pendidikan. 

Pasal 9 

Penerapan Pendidikan Anti korupsi bagi Tenaga Pendidik sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: 
a. mengintegrasikan kegiatan pembelajaran Antikorupsi sebagai bahan dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran; 
b. membimbing dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan .Nilai 

dan Perilaku Antikorupsi; 
c. memfasilitasi Peserta Didik mengenai Nilai clan perilaku Anti Korupsi pada awal 

kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi .Peserta Didik 
untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai .dan perilaku 
Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung; 

d. pada akhir kegiatan pembelajaran tenaga pendidik: . 
1. merefleksikan nilai dan perilaku Anti Korupsi yang telah atau tidak terlihat 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan 
2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan 

cara menjelaskan hal-halj'karakter baik apa saja yang telahna.mpalc/terlihaf 
dari peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangeung. 

Pasal 8 

Pasal 7 

Tenaga Pendidik yang telah mengikuti Pendidikan Antikorupsi sebagai111aria 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a mengajarkan Pendidikan Antikorupsi 
kepada peserta didik dengan berpedoman pada bahan. ajar. 



(1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi 
daerah bekerjasama dengan: 
a. pemerintah pusat; 
b. pernerintah daerah lainnya; darr/ atau 

Pasal 15 

BAB III 

(1) Pendidikan Anti Korupsi bagi 
4 ayat (5) huruf d, 
kemasyarakatan, n,:,,~c,,:,,n.1'"a 

dan bantuan sosial yang 
Daerah. 

(2) Pelaksanaan Pendidikan 
pada ayat (1) dilakukan oleh 
dan bantuan sosial dalam 
penatausahaan, monitoring 
pelaporan/ pertanggungjawaban 
undangan. 

( 1) Setiap BUMD wajib 
pelatihan dan/ a tau 
para pegawai BUMD di .u.ui",.n.u.u.~c;u,.u .s: , 

ayat (5) huruf c. 
(2) Pendidikan Antikorupsi 

melalui program 
antikorupsi. 

(3) Program pengembangan 
dilaksanakan sesuai lr,....~,.,. .... n:ucu.L 

Pasal 12 

W aktu pelajaran Pendidikan Antikorupsi pada ASN 
Pasal 10 diberikan minimal 2 ( dualclam Pelajaran. 

Pasal11 

Pemberian materi pada Pendidikan Antikorupsi 
Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh 
Sertifikasi Antikoru psi dari lembaga 'yang berwenang. 

4. pelatihan kepemimpinan; danj'atau 
5. pelatihan lainnya sesuai dengan 

Bagian Keernpat 
Pegawai BUMD 



[{ARO 
HUR.UM 

l'ER/lliGKA:T D.URAH 
l"EMRAK.ARSA 

(2) 

Pasal 19 

Gubemur dapat memberikan penghargaan .da.lam .rangka. 
pengembangan kegiatan Pendidikan Antikorupsi. .· .•. . . · · .. .. .. -. ··•· ) 1 

•· 

Penghargaan diberikan kepada perorangan/badan/Lembaga yang berha.siF . 
dalam penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi. 

( 1) 

BAB VII 
PENGHARGAAN 

BAB VI 
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA 

Pasa.118 

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penyelenggaraan ... f>efrdidika.n. ' 
Antikorupst sesuai kewenangannya dengan berkoordinasi ld;pacli/ Giiberiiii1· i 
sebagai wakil Pernerintah Pusat di Daerah. 

(2) 

BABV 
MONITORING, EVALUASI, DAN PELA'.PORAN 

Pasal 17 

lnspektorat Provinsi melaksanakan monitoring .dan ~ya.lnasi··· ••teih.a.da.p i 
pelaksanaan penyelenggaraan•• Pendidikan Antikorupsi.di. Daerah. .••. ·•.·. · .. > > \> ••· < ! . 
Hasil monitoring dan evaluasi sebagairnana ·dimairnudiipada .: •··a.yaf. (lJ,··•! 
dilaporkan kepada Gubemur paling sedikit ·1 (satu) ···tah.u.ni s~Id.ifiatati•····. 
sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

(1) 

BAB IV 
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 

Pasa.116 

Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pendidikan · a.ntikort.ipsi di .daefa.h. .i 

dilakukan oleh seluruh perangkat daerah/unit kerja-dan .BlJMD .s~~ua.i deri.gJ11········· · 
tugas dan kewenangannya. 

(5) 

(4) 

c. pihak ketiga. 
Kerjasama dengan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat . 
huruf a, diantaranya dengan Komisi Pemberantasan K6rupsi; .· 
Kementerian/Lembaga dan/atau instansi vertikaldi Daerah. .· .: .. 
Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud/pada. 
ayat ( 1) huruf b, diantaranya dengan Pemerintah Provinsi Lairi <dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota. . . ..... · ... ·· .· .... ·• .·. i •· ... · 
Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud padRayat(l) hurufc, ..• ; 
meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan .hukum, organisa~i i 
kemasyara.katan baik yang berbadan hukum maupun. yang. tidak berbadan···· .. : 
hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. . ·. .. 1 

Pelaksanaan kerjasama dalam rangka . penyelenggaraan . Pertd.iclikifu. .. 
Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksariakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) 

(2) 

.. ·.- '~'('''· ~· ,:.: ""~ .. ,'.·,"····,'.·,,., .. :,·!. ,r,· ~ ·,, ,· '"·,,·.~ ·.).11 ,·· • ,, "_.., .. .::·. , ·,.,:· ,:· ·., , ,;, , .. .,,,,·'-: , :·; ., .• ; :, ,.;-_,,.._,_..,,,,. : ·;: , :,s·,h ·, · '~ : ·:.\ ·:· ~- ·· · · : : .re: ·_,,.. .. '. :;:, '· , · · 



-.--_ .,.,, ,,., ,, ·"' ,.,.,.,..~, , ,y . .,.,_. ;-R,•0:. .,_,.,,,:· : . ."'%· .• ,,; .•. v.,1,<1,.>>>1,-,,_. · .ff >A"?.·v· ··_,-,,~, , ,·s.··.v.r; "~·-".'? .. ··,·,;·,·_ · .:: .: .. _-_ ,><:<·.'I-< •:•,,.v..-•..:-, ,, ,, x. · . ..:z' .·-··.:· -'.kl_,, . .,,.•;·.,;,",,., · . .o"· : .. -'>. ~-~.>.. , .. \?, ·· .. =:,.=:,:::•·":)·>: ~wM,) f..).1.: •.. :..2. ·- ,,·., ·.,· :;;·c.-vcc:.::-;:n-:.,·•·•'.• .. -·.-q/[ J".Z0Y Y<:"<.Y?'• .. 9. F '.l\f\,,J\TilT'.rr.:'.:'.:.:,',J.1::C\','.X )",:" 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 

HARISSON 

.. 

NSI KALIMANTAN BARAT, 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal ··~;iit 

~GUBERNUR KALIMANTANBARAT, ·.~ 

Pontianak Ditetapkan di 
pada tanggal 

Pasal22 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat. 

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi kepada masyarakat terutama di Iingkup 
satuan Pendidikan, ASN, BUMD, serta masyarakat penerima hibah darrbantuan 
sosial dari Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 [enam] 
bulan sejak Peraturan Gubemur ini diundangkan. 

Pasal 21 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 



a. menolak sesuatu · pemberian ya.11g tida.;k 
dengan haknya; dan 

b. tidak mau mengambil 
haknya. 

a. melaksanakan . ibadah .sesuai dengf1T aga.rn:a • cla.iii 
.keyakinan masing-masing,··•·.i1ne11era.pkan ~ika.pi 
dan prilaku yang patuh dalani ine.Iak~cU1c1k~n.: 
.ajaran agama .yang ·.·dianutnya, tolerm1si terltc1pap!•. 
pelaksanaan .ibadah a.gaina·1ainilya, ...... hidup••i1~kunJ.· 
dengan pemeluk agamaJainnya; ( .··. ii· .· . i . . i 

b. . berani mengemukakan. · .•• sesuatu i. sesuai .•. icterigan;. 
.keadaan yang.··· sebena.rnya, i< l>erprilctkll .07~g( 
•ctidasarkan. • pada u paya········· 111enja1ikani i.~iriny~! • 
• sebagai orang yangiselalu dapatdiper.cay.a.ctalam! 
perkataan danperbua1:an; .. ··· -: ···.. >i i· .. i .. // 1 

c. menghargai adanya perbedaan, .tidak ibepgaya: 

hid up mewah; .. .. . . . . . . .· ..... ·.·•• • .· ····· . . . / • ; 
d. menerapkan tindakan yang menunju~an prilal<u: 

.tertib dan patuh .· pada berbaga! /kete1lt1.1ai1 dart: 
peraturan; . . . .· .: ., .. ·.· i i i . . ..i ./ i 

e. membiasakan .· diri .... berbudaya kerja, b~rbuclaya. 
'hid up sederhana•dan .berbudaya li1:era.si;< \\ i. ii \\···· \• 

f. .terbiasa berlaku ..• tidak. memiha.k kepada ~iapEtpun;•· 
dalam rnelakukan tindakan; dc1.n • ii > ·.···• < . : 

g. menerapkan sikap . .dan ·.· -. .. perna.ku untllk: 
melaksanakan tugas. dan ke\yajibari .Yang hm·us! 
•dilal{ukan baik .· terhadap•••di.ri/.sendtri,• .• ·111asy~ra.kat,;. 
lingkungan, · Negara dan Tullm1 :Y@g IVI:3.hEt ~#a.. · .: · · 

a. mengenal ciri-ciri perilaku 
dihindari; 

b. terbiasa melakukan tuga.ssecaratepat \Vaktu.;.i·· 
c. menunjukkan contoh kasus i peril~ku i!{:orupsfi 

yang diketahui dirumah, disatuan .: Pe11didika11.i 
dan di masyaraka.t; dan .. 

d. menunjukkan contoh 'kasus perilaku yang/tida.k• 
mengandung unsur . korupsi .·· ya.11.g pef11a11.i 
dilakukan siswa. 

Han ya menerima sesuatu 
pemberian sesuai dengan yang 
menjadi haknya. 

keras, mandiri, berani, adil, 
gemar membaca, peduli sosial 
dan bertanggungjawab. 

JUJUr, 
pekerja 

Berlaku religius, 
sederhana, disiplin, 

Mengenal perilaku koru psi 
yang harus dihindari 

KARO l'ERA."fGKA 1' OAERAH 
HUKUM Ptf,iR.IIBARS.11. 

2 1 

Ciri-ciri 
Nilai dan Perilaku 

Anti Koru psi 

INTEGRASI NILAI DAN PRILAKU DALAM PENYELENGGARANPENDIDIKAN 
. . 

ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN 

LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 
NOMOR TAHUN 2022 
TENTANG PEYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 



a. bangga .terhadap pernaku Antikorut>si~<ian. .: · · · 
b. anti terhaclai>ipernc1ku k:orllp?ti> . ·.· .. 

a. menyebarluaskan······.gagasc111. <l.ct11 kei!lgin.a.ii >·.··. ···••• 
menghindari ..• perilaku .. · ..• korupsi;·············.··i······· ii ....••.•... i ....•• i.•/· i.·.i·.ii•··················· iiii········ii•i·•·•·' · . 

b. men unj ukkan kollli tin.e11 11ntuk nte119lal( P~[ilfll<:li? 
korupsi; .dari .. · · .·. .•. . . i i··.··· 

c. menjadi ·teladanperilal~ll Ai\t1~9!'1ip~i> •···········.······· .: 

a. mampu ··mengidentifika.si < seba.b--s~lJab 
mendorong·· .•. timbulnya.••· perila.k11.•.·.ii•l{Orllp~i·••.··.• .': .. •.··•.· =: .··; 
kehidu pan bermasyarakat··.da.n her11egar~i/··· iiii·.·r i•. \ 

b. mampu mengidentifikasii·alci1Jat ..... yal1giditirnpullfcl11······ 
dari iperilfil{u ... > korupsi·····. da1aJn .ii kehicl11p~l1. 
bermasyarfil{at••clar1ben1egafa:.icla.#ii \ ·· ...•....• >i<<·i .•. ··. / <.J< 

c. mampu .·· .· mengemukakan alasa.11 • p~rllir1yi) 
menghindari .. ·.·perilaku• ..••.. koru.psi .•..•. dala.rn •. ·. ··~~fii4~i:>~hi 
bermasyarakatclan.b~r11ega.rcl. > ·.· · .. 

memberikan sesuatu 
. . 

dengan .haknya; dan · . .· ... 
b. tidak pemah/ 1nembetikan kepacia 

sesuatu yang .bukan 111enjadi h.alfr1ya/ ·· .: ·.•.·.· ·. 

Memiliki kebanggaan 
berperilaku Antikoru psi. 
Membudayakan perilaku 

i Antikorupsi di lingkungan 
I keluarga dan masyarakat. 

Mampu menganalisa sebab 
dan akibat dari perilaku 
korupsi dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. 

Menghormati dan memenuhi a. 
hak orang lain. 

1 


